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ABSTRAK 

Nurjannah (2021) : ”Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak 

Integrasi Bagi Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi Pada 

Kasus Pencurian Berdasarkan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 

2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 

2020”. 
 

 Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh diaturnya peraturan 
tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak 
dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Menteri 
Hukum dan HAM membuat kebijakan membebaskan para narapidana dengan 
alasan untuk mencegah covid-19 menyebar kedalam Lapas. Permasalahan 
dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak 
integrasi bagi narapidana kasus pencurian di Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi, 
apa faktor penghambat pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi di 
Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pelaksanaan pemberian asimilasi dan/atau hak integrasi bagi 
narapidana kasus pencurian di Lapas kelas IIA Bagansiapiapi dan faktor 
penghambat pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi tersebut. 
 Penelitian yang digunakan adalah sosiologis empiris, yaitu penelitian yang 
dilakukan langsung di lapangan, sumber yang dipakai berupa sumber data primer 
yaitu wawancara langsung, sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan 
dengan penelitian, sumber data tersier yaitu kamus, pembahasan dan analisis 
menggunakan metode analisis isi (content analysis). 
 Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemberian asimilasi 
dan/atau hak integrasi di Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi berjalan dengan baik dan 
lancar dengan jumlah narapidana kasus pencurian yang telah mendapatkan 
asimilasi sebanyak 171 orang dari total 347 narapidana pencurian yang mendekam 
di Lapas kelas IIA Bagansiapiapi. terdapat pengecualian terhadap Narapidana 
pencurian yang berhak mendapatkan asimilasi yaitu narapidana pada kasus 
pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP. Dari 
total narapidana yang mendapatkan asimilasi, sebanyak 8 orang yang kembali 
tertangkap, 3 diantaranya merupakan narapidana pencurian. Faktor penghambat 
dari pelaksanaan asimilasi dan hak integrasi di Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi 
yaitu terdapat beberapa narapidana yang tidak ada penjamin sebagaimana di 
persyaratkan bahwa narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi harus 
ada penjamin yang bertanggung jawab mengawasi narapidana pada saat bebas. 
Faktor Lingkungan Masyarakat yang kurang ikut serta dalam melakukan 
pengawasan dan pembinaan terhadap narapidaan dalam masyarakat serta 
kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi yang 
dapat mengakibatkan pembinaan kurang optimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wabah Covid-19 telah melanda banyak negara di dunia termasuk 

Indonesia. Covid-19 yang berasal dari Wuhan Cina telah menyebar begitu 

cepat dan mematikan, penularanya melalui kontak fisik yang ditularkan 

melalui mulut, mata dan hidung. Segala upaya dilakukan pemerintah termasuk 

memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dilakukan pemerintah dengan  

menerbitkan beberapa peraturan untuk dapat dipatuhi oleh masyarakat. Angka 

kematian akibat virus corona di Indonesia terus meningkat sehingga aktivitas 

sosial dilarang dan ditunda sementara waktu untuk menekan angka kematian 

dan penyebaran dari virus corona. 

Seiring dengan wabah covid-19 yang masih tersebar di Indonesia, 

tentulah berdampak buruk terhadap semua kalangan termasuk bagi para 

pekerja yang terpaksa harus dirumahkan. Oleh karena itu, semakin bertambah 

pula jumlah penduduk Indonesia yang tidak bekerja dan sulit mendapatkan 

lowongan pekerjaan. Dikarenakan hal tersebut maka jumlah pengangguran di 

Indonesia semakin banyak, sehingga tidak heran mereka dapat menghalalkan 

segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara 

melakukan tindakan melawan hukum.
1
 

                                                             
1
 Hadi Ainal, Hukuman Tata Tertib Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan 

Rumah Tahanan Negara, Kanun Jurnal, Volume 16, Nomor 62, April 2014, h.1 
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Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Dalam penelitian-penelitian sebelum 

ini,  pada umumnya membahas dasar pemberian kebijakan asimilasi dan 

integrasi, prosedur pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi terhadap 

narapidana dan akibat hukum dari pelanggaran program asimilasi dan 

integrasi. Sedangkan, dalam penelitian ini mengkhususkan terhadap 

pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana pada kasus 

pencurian. Karena kasus pencurian merupakan tindakan melawan hukum 

dalam masyarakat yang sering terjadi sejak dulu bahkan sebelum wabah 

covid-19 menyebar di Indonesia dan mengganggu ketertiban masyarakat. 

Tindak pidana pencurian dapat juga terjadi karena diakibatkan penghasilan 

ekonomi yang masih rendah, sementara kebutuhan hidup sehari-hari semakin 

tinggi sehingga banyak masyarakat yang akhirnya melakukan tindakan yang 

melawan hukum demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Pencurian merupakan delik yang berkenaan dengan harta benda. Delik 

pokok pencurian (diefstal) dirumuskan dalam pasal 362 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu mengambil; barang 

sesuatu; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dengan maksud 

untuk dimiliki secara melawan hukum.
2
 Narapidana adalah orang yang sedang 

menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan, namun 

hak asasi manusia terhadap narapidana juga harus dilindungi. Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan juga mengatur tentang hak-hak 

                                                             
2
 Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 



3 

 

narapidana yaitu yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai m yang 

harus dipenuhi.
3
 Syarat dan tata cara pemberian hak tersebut pun diatur 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara 

pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.
4
 

Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat pembinaan agar 

narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik yang 

menyadari segala kesalahannya serta dapat kembali kedalam masyarakat 

dengan menjadi manusia yang lebih baik lagi.
5
 Situasi lembaga 

pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia yang overcrowded merupakan 

dampak dari orientasi penerapan hukum pidana yang berkiblat pada 

penahanan dan pemenjaraan. Hasilnya menempatkan Indonesia pada 

kelebihan penghuni sebanyak 188%. 

Hampir seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di 

Indonesia mengalami kelebihan kapasitas atau overcrowded yang merata. 

Cabang rumah tahanan Bagansiapiapi di Riau merupakan yang paling padat 

se-Indonesia. Dengan daya tampung untuk 98 orang, cabang rumah tahanan di 

Bagansiapiapi berisi 965 orang. Dengan kata lain, terdapat kelebihan kapasitas 

hingga 885% dengan rincian tahanan dewasa laki-laki berjumlah 339 orang, 

                                                             
3
 Febriana Putri Kusuma, “Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan 

Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan”,  Jurnal Recidive, Volum. 2, Nomor 2 Mei-Agustus 

2013, h. 102 
4
 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan 
5
 CI. Harsono HS, Sistem Baru pembinaan Narapidana, (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 5 
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tahanan dewasa perempuan 11 orang, narapidana dewasa laki-laki 611 orang, 

narapidana dewasa perempuan 2 orang serta narapidana anak laki-laki 2 orang. 

Kelebihan kapasitas yang dialami Bagansiapiapi, ternyata hampir 

merata terjadi di seluruh Indonesia. Total 526 rumah tahanan dan lembaga 

pemasyarakatan Indonesia memiliki kapasitas 123.000 orang, tetapi diisi lebih 

dari 231.000 orang. Setelah bagansiapiapi, ada 10 rumah tahanan dan lembaga 

pemasyarakatan yang melebihi kapasitasnya lebih dari 400%. Diantaranya 

adalah rutan di Takengon (kelebihan 597%), Banjarmasin (595%), Tarakan 

(543%), Bandar Lampung (528%). Diikuti oleh rutan Langsa di Aceh (502%), 

Kotabaru di Kalimantan Selatan (494%), Labuhan Ruku di Sumatra Utara 

(490%), Dumai di Riau (458%), dan Kupang di Nusa Tenggara Timur 

(430%).
6
 

Covid-19 yang penyebarannya lewat droplet, dikhawatirkan akan 

mudah menyebar didalam didalam Lembaga Pemasyarkatan (Lapas), 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara 

(Rutan). Salah satu upaya mencegah penyebaran covid-19 adalah melalui 

physical distancing atau pembatasan kontak fisik.
7
 Pada masa pandemi, 

pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

mengeluarkan kebijakan asimilasi dan/atau hak integrasi. 

Desakan terhadap pemerintah untuk terus mengambil langkah strategis 

guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia. Sehingga 

                                                             
6
 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42621448, diakses pada 11 april 2021 pukul 

18:10 WIB  
7
 Masrul dkk, Pandemik Covid-19 Persoalan dan Refleksi Diri di Indonesia, (Riau: 

Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 124 
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dalam rangka memberikan jaminan itu pemerintah mengeluarkan kebijakan 

berupa asimilasi dan/atau hak integrasi bagi narapidana dan anak melalui 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata  Cara Pemberian Asimilasi, 

Pembebasan bersayarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat Bagi 

Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyebaran Covid-19. Hal ini disebabkan karena pertimbangan yang matang 

bahwa hampir semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di 

Indonesia telah kelebihan kapasitas sehingga rentan terancam virus corona. 

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak 

didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
8
 Tahap asimilasi 

mengedepankan kepada tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan, yaitu agar 

narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat. Tujuan tersebut didukung 

dengan penerapan metode community based corrections yang menghendaki 

adanya upaya mengintegrasikan narapidana dalam lingkungan masyarakat 

yang dimaksudkan agar narapidana dapat hidup secara wajar dalam kehidupan 

masyarakat.
9
 

Latar belakang diterbitkannya kebijakan ini adalah prioritas 

penanganan dan penanggulangan covid-19 termasuk pencegahan covid-19 di 

Lembaga Pemasyarakatan, juga dimaksudkan untuk menekan anggaran 

Lembaga Pemasyarakatan dan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk 

                                                             
8
 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=apa+itu+asimilasi, diakses pada 

14 februari 2021 pukul 17:00 WIB 
9
 Ismail Ramadan, “Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia dan Reorientasi 

Tujuan Pemidanaan”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2, Nomor 2, Juli 2013, h. 270 
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penanganan covid-19. Sebaliknya tidak ada korelasi dan jaminan antara 

percepatan pembebasan dan jaminan akan pencegahan dan menurunnya 

tingkat masyarakat yang terkena covid-19.
10

 Selain itu, masyarakat 

mengkhawatirkan narapidana yang sudah dibebaskan kembali mengulangi 

perbuatan melawan hukum dan dapat meresahkan masyarakat khususnya 

narapidana kasus pencurian. Dalam hal ini, narapidana yang menjadi objek 

penelitian penulis adalah narapidana dewasa. Karena, didalam lembaga 

pemasyarakatan kelas IIA Bagansiapiapi didominasi oleh narapidana dewasa. 

Berdasarkan hal diatas, penulis akan melakukan kajian dalam bentuk 

karya ilmiah terkait dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata  Cara 

Pemberian Asimilasi, Pembebasan bersayarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti 

bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dalam bentuk analisis dengan judul : 

PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI 

BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 

IIA BAGANSIAPIAPI PADA KASUS PENCURIAN BERDASARKAN 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

NOMOR 32 TAHUN 2020 

                                                             
10

 Rio Christiawan, Politik Hukum Kontemporer (Covid dan Normal Baru Hukum), 

(Depok: Murai Kencana, 2020), h. 28 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang dibahas 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun yang dibahas dalam 

penelitian ini meliputi tentang pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak 

integrasi bagi narapidana kasus pencurian dan faktor penghambat pelaksanaan 

pemberian asimilasi dan hak integrasi pada kasus pencurian berdasarkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 32 Tahun 2020. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini  sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi 

narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bagansiapiapi pada 

kasus pencurian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020? 

2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi 

di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bagansiapiapi pada kasus pencurian 

berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 

Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020  ? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai  berikut : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi 

bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bagansiapiapi 

pada kasus pencurian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 

2020 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemberian 

asimilasi dan hak integrasi pada kasus pencurian berdasarkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 

2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 32 Tahun 2020 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis, yaitu : 

a. Secara teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu 

hukum 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang 
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b. Secara praktis 

1) Sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir guna memperoleh 

gelar sarjana hukum 

2) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan dalam bidang hukum 

3) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak 

integrasi bagi narapidana khususnya pada kasus pencurian 

berdasarkan Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 

4) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan yang berguna dalam memberikan 

pertimbangan untuk mengambil kebijakan dan perumusan suatu 

aturan yang jelas, khususnya dalam hal ini yaitu pemberian 

asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana kasus pencurian di 

lembaga pemasyarakatan kelas IIA bagansiapiapi berdasarkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 

Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 

 

E. Metode Penelitian 

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu 

menggunakan suatu metode penelitiann yang baik dan tepat. Metedologi 
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merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan.  Metode penelitian juga merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.   

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri 

keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan 

penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-

cara yang dilakukan dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain 

dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang 

digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang 

bersifat logis. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris 

yaitu penelitian secara langsung dilapangan dengan bertitik tolak pada data 

primer.
11

 Penelitian ini  dilakukan terhadap keadaan yang nyata yaitu 

penelitian yang menggunakan data primer sebagai data awalnya atau data 

lapangan pada pelaksanaan pemberian asimiliasi dan hak integrasi bagi 

narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA bagansiapiapi pada kasus 

pencurian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020. 

Tujuannya adalah untuk menemukan apa saja kendala dan masalah 

yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian asimiliasi dan hak integrasi 

bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA bagansiapiapi 
                                                             

11
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pres, 1986), h. 52. 
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berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020, dilanjutkan dengan menemukan 

mekanisme terhadap penanggulangan yang telah teridentifikasi 

masalahnya dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah 

tersebut. 

Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini 

dikategorikan dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

mempunyai tujuan untuk menjelaskan gambaran secara terperinci 

mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dalam pelaksanaan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

32 Tahun 2020. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di bagansiapiapi, dalam hal ini penulis 

melakukan penelitian dan mengambil data dari lembaga pemasyarakatan 

klas IIA bagansiapiapi. Adapun alasan penulis memilih penelitian disini 

antar lain untuk mengetahui pelaksanaan pemberian asimiliasi dan hak 

integrasi bagi narapidana pada kasus pencurian berdasarkan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

32 Tahun 2020. 
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3. Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek 

dengan ciri yang sama yang menjadi penelitian.
12

 Berdasarkan pengertian 

tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala 

Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi, Kasi/Staff Bimbingan Napi dan Anak 

Didik, Ka.Subbag Tata Usaha, Ka.Subbag Bimbingan Kemasyarakatan 

dan Perawatan, serta Narapidana yang mendapatkan asimilasi dan hak 

integrasi. 

 Sampel adalah keseluruhan atau himpunan bagian atau sebagian 

dari populasi. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode 

purposive sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau 

sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat 

dengan ciri-ciri atau sifat-sifat sampel dari populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya.
13

 Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka yang menjadi 

responden/sampel dalam penelitian ini adalah : 

Tabel I.1 

Populasi dan Sampel 

 

No Responden Populasi Sampel Ket 

1 Kasi Bimbingan Narapidana & Anak 

Didik 

1 1 100% 

2 Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan 

& Perawatan 

1 1 100 % 

3 Kasubbag Tata Usaha 1 1 100% 

4 Staff Bimbingan Narapidana & Anak 

Didik 

4 1 25% 

5 Narapidana Pencurian 347 171 50% 

Jumlah 354 175 - 

                                                             
  

12
 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), cet ke-

5, h. 119. 
13

 Ibid 
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4. Sumber Data 

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta 

yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau 

kepastian sesuatu.
14

 Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang 

digunakan oleh peneliti diantaranya : 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 

tempat lokasi penelitian. Baik dilakukan dengan observasi  atau 

wawancara. Observasi dengan pengamatan yang merupakan suatu 

pengumpulan data pada penelitian sosiologis.
15

 

b. Data sekunder yaitu yang diperoleh dari dokumen resmi,buku-buku 

yang menyangkut dengan penelitian, peraturan perundang-undangan 

dan lainnya. Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu : 

1) Bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan, keputusan 

menteri, atau peraturan daerah.
16

 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari 

kepustakaan, dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer yang dapat berupa file-file yang berkaitan dengan 

penelitian disebuah instansi, rancangan perundang-undangan, 

jurnal ilmiah, dan berupa buku-buku yang mendukung 

terlaksananya penelitian ini merupakan data sekunder. 

 

                                                             
14

 Husni Thamrin, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru: Suska Press, 2009), h. 36 
15

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 

67 
16

 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156 
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3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi 

kedua bahan tersebut seperti kamus, Ensiklopedia, yang berkaitan 

dengan topic yang dikaji dalam penelitian ini. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati,
17

 

dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang 

erat kaitannya dengan penelitian ini. 

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan 

antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung 

informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antara peneliti 

dan informan.
18

 

c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, 

jurnal-jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan diteliti.
19

 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu apa 

yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan prilakunya.
20

 

                                                             
17

 Heris Herdiansyah, Metode Kualitatif untuk Metode Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2010), h.106 

  
18

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Kencana, 2011), h. 139 
19

 Hajar.M, Metode Penelitian Hukum,( Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 

2011), h. 53 
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Penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif yang mana cara penarikan 

kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.
21

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian dari penulisan dari 

skripsi ini, penulis akan membagi kedalam lima Bab yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Dalam penelitian ini akan digambarkan sejarah Lembaga 

Pemasyarakatan, Tujuan, Visi dan Misi Lembaga 

Pemasyarakatan Bagansiapiapi, Tugas dan Fungsi Lembaga 

Pemasyarakatan Bagansiapiapi, Struktur Organisasi Lembaga 

Pemasyarakatan Bagansiapiapi. 

BAB III :  TINJAUAN TEORITIS 

  Pada bab ini akan diuraikan tentang Delik Pencurian, Lembaga 

Pemasyarakatan, Defenisi narapidana dan hak-hak narapidana, 

serta defenisi asimilasi dan hak integrasi. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian yang membahas 

tentang pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi 

                                                                                                                                                                       
20

 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.ke-3 (Jakarta: UI Press, 2007), h. 

24 
21

 Suratman dan Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabet, 2014), h. 

252 
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narapidana kasus pencurian dalam rangka pencegahan dan 

penanggulangan penyebaran covid-19 menurut Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 di Lembaga 

Pemasyarakatan kelas IIA Bagansiapiapi dan faktor penghambat 

pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi di lembaga 

pemasyarakatan kelas IIA Bagansiapiapi pada kasus pencurian 

berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020. 

BAB V :  PENUTUP 

  Bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan terkait hasil penelitian 

dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan 

Sejarah Pemasyarakatan di Indonesia terbagi menjadi 3 periode yaitu : 

1. Periode Pemasyarakatan I (1963-1966) 

Periode ini ditandai dengan  konsep baru yang dikemukakan oleh 

Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang direpresentasikan 

dengan  pohon beringin yang melambangkan perlindungan dan gagasan 

baru bahwa tujuan  penjara adalah untuk merenovasi. Pada konferensi 

Pemasyarakatan Derektoral di Lembang Bandung pada tahun 1964, terjadi 

perubahan terminologi pemasyarakatan yang sebelumnya diartikan sebagai 

anggota masyarakat yang produktif, menjadi pemulihan karakter, integritas 

hidup dan penghidupan. 

2. Periode Pemayarakatan II (1966-1975) 

Periode ini ditandai dengan berdirinya kantor BISPA (Bimbingan 

Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 

direncanakan 20 unit. Periode ini ditandai dengan adanya trial and error 

dibidang pemasyarakatan, gejala yang sering muncul pada permulaan 

beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan 

nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga. 
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3. Periode pemasyarakatan III (1975-sekarang) 

Tahap ini dimulai dengan Lokakarya Review Sistem 

Pemasyarakatan pada tahun 1975, yang membahas tentang sarana 

peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan peraturan sebagai dasar 

struktural yang akan digunakan sebagai dasar kegiatan pemasyarakatan, 

fasilitas staf, fasilitas keuangan, dan fasilitas fisik. Dalam struktur 

organisasi, ada pengembalian nama warga tuna asli, yaitu pemasyarakatan. 

Titik awal pemisahan Lapas menurut tingkat kejahatan, jenis 

kelamin dan usia dimulai pada tahun 1921, yang diprakarsai oleh Hijmans, 

misalnya Lapas Cipinang untuk laki-laki dewasa, Lapas melatih anak-anak 

di Tangerang, Lapas Wanita Bulu Semarang. Hal ini diwujudkan kembali 

setelah konsepsi pembetulan oleh Dr. Sahardjo, SH pada konferensi Tata 

Laksana I di Lembang bandung pada tahun 1964. Menurut Soema 

Dipradja, perlakuan terhadap narapidana wanita lebih leluasa 

dibandingkan dengan narapidana pria. 

Dalam perkembangannya sistem pidana melalui banyak tahapan 

(Jenderal Pemasyarakatan, 1983), yaitu :  

1. Tahap Pidana Hilang Kemerdekaan (1872-1945) 

Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencegah, agar pelaku 

bertobat tidak lagi melanggar hukum. Sistem pidana adalah kejahatan 

kehilangan kemerdekaan karena ditempatkan di tempat yang terpisah dari 

masyarakat yang disebut penjara. 
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2. Tahap Pembinaan (1945-1963) 

Langkah ini bertujuan untuk mengembangkan narapidana menjadi 

lebih baik. Sistem pemasyarakatan merupakan kerangka pidana yang 

mengurangi kebebasan tahanan agar dapat diuntungkan dengan 

menempatkan mereka di tempat yang terpisah dari masyarakat. 

3. Tahap Pembinaan Masyarakat (1963-sekarang) 

Tahap ini bertujuan membina narapidana agar dapat menjadi 

anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidana merupakan pidana 

pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung yaitu 

berkurangnya kebebasan supaya bisa dimasyarakatkan kembali. 

Ditempatkan di suatu tempat tertentu yang terpisah dari masyarakat tetapi 

mengikutsertakan masyarakat dalam usaha perbaikan.
22

 

 

B. Tujuan, Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Bagansiapiapi 

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : 

PAS-19.PR.01.01 Tahun 2017 tanggal 11 Juni 2017 tentang Recana Strategis 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2017-2019, ditetapkan  bahwa visi, 

misi dan tujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah merupakan 

visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Unit Pelaksana Teknis 

pemasyarakatan.  

                                                             
22

 http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan, diakses pada 6 

juli 2021, pukul 12.00 WIB 
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1. Tujuan 

a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia 

seutuhnya, menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri  dan  tidak  

mengulangi  tindakan pidana sehingga dapat  diterima  kembali  oleh  

lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  dan berperan  dalam  

pembangunan  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang 

baik dan bertanggung jawab. 

b. Memberikan  jaminan  perlindungan  hak  asasi  tahanan  yang  ditahan  

di rumah tahanan  negara  dalam  rangka  mempelancar  proses  

penuntutan  dan  pemeriksaan disidang pengadilan. 

c. Memberi  perlindungan  hak  asasi  napi/tahanan  yang  berperkara  

serta keselamatan dan keamanan benda-benda dinyatakan dirampas 

untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan. (Profil Lembaga 

Pemasyarakatan) 

Isu-isu strategis pemasyarakatan sebagai gambaran keadaan yang 

terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum 

nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan 

struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang 

mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan 

sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis maka dirumuskan visi dan 

misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu: 
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2. Visi   

a. Menjadi penyelengara Pemasyarakatan yang profesional dalam 

penegakan hukum dan pelindungan HAM. 

3. Misi 

a. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, 

narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan. 

b. Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan 

standar pemasyarakatan berbasis IT. 

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan, dan 

pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. 

d. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas 

pemasyarakatan yang bersih dan bermatabat. 

e. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan 

pemasyarakatan 

 

C. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Bagansiapiapi 

Tugas pokok adalah tugas yang paling pokok dari 

sebuah jabatan atau organisasi. Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang 

lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut. Sedangkan 

fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang 

dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Tugas 
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dan fungsi merupakan sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan 

kepada organisasi/lembaga untuk dicapai dan dilakukan.  

Dalam setiap organisasi pemerintahan, tugas pokok dan fungsi 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut. 

Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu unit organisasi menjadi landasan 

hukum unit organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu-

rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di 

lapangan. 

1. Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan 

a. Melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik sesuai 

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 

a. Melaksanakan pembinaan kepada narapidana atau anak didik; 

b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil 

kerja; 

c. Melakukan hubungan sosial atau kerohanian kepada narapidana atau 

anak didik; 

d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; dan 

e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
23

 

 

 

 

 

                                                             
23

 Arsip Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi 
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D. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi 

Gambar 2.1 
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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Delik Pencurian 

Sebagai kejahatan yang telah ada dan berkembang cukup lama di dunia 

ini, pencurian telah menjadi fenomena kejahatan dan masih menjadi perilaku 

yang sangat mewabah di masyarakat. Pencurian memiliki makna dalam kata 

benda, sehingga pencurian dapat menyebutkan nama seseorang, tempat, atau 

semua benda, dan segala sesuatu yang diobjektifkan. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), kata pencurian berarti proses, cara, dan perilaku 

pencurian.
24

  

Pasal 362 KUHP mengatur dan mengartikan definisi pencurian, yaitu, 

“Barangsiapa mengambil semua atau sebagian dari milik orang lain dengan 

maksud untuk memilikinya secara tidak sah dan diancam dengan pencurian, 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling 

banyak 900 rupiah.
25

 Pencurian adalah kejahatan yang berkaitan dengan harta 

benda. Pasal 362 KUHP mengatur tentang pidana pokok pencurian (diefstal), 

yang unsur-unsurnya adalah: sesuatu; dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh 

orang lain; dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. 

Dalan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dijelaskan bahwa 

pencurian diklasifikasikan kedalam 5 golongan yaitu pencurian biasa, 

pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan 
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dan pencurian dalam keluarga. Masing-masing tipologi pencurian tersebut 

mempunyai ciri-ciri dan unsur yang berbeda-beda dan memiliki sanksi pidana 

atau hukuman yang berbeda-beda pula. Tujuan adanya pemidanaan disini 

umumnya berdasar kepada dua pendekatan yaitu pertama terkait konsepsi 

„dosa‟ dan yang kedua pendekatan terhadap tingkah laku „abnormal‟ yang 

melahirkan korban.
26

 

 

B. Lembaga Pemasyarakatan 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 3 berbunyi “Lembaga Pemasyarakatan yang 

selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat pembinaan narapidana dan siswa 

pemasyarakatan”. Kemudian dalam Pasal 1 ayat 2, “Sistem pemasyarakatan 

adalah suatu perintah tentang arah dan batas-batas serta tata cara pembinaan 

terhadap pelaku kejahatan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki 

diri, dan tidak mengulangi perbuatannya sehingga dapat ditangkap kembali. 

oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup 

normal sebagai warga negara yang baik dengan rasa tanggung jawab”. 

Penjara adalah tempat pembinaan narapidana. Tujuannya agar 

narapidana menjadi warga masyarakat yang baik kembali dan menyadari 

semua kesalahannya serta kembali ke masyarakat dengan menjadi orang yang 

lebih baik lagi. Sistem disiplin mengacu pada tatanan berdasarkan Pancasila 

tentang arahan, larangan dan metode pelatihan narapidana, yang dilakukan 
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secara komprehensif antara pembina, warga binaan dan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas narapidana, menyadarkan mereka akan kesalahannya, 

dan dapat memperbaiki kesalahan diri sendiri, diterima kembali oleh 

masyarakat, dan menjadi warga negara yang baik dengan memiliki rasa 

tanggung jawab. 

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) idealnya berperan dalam 

reintegrasi narapidana yang melanggar peraturan perundang-undangan 

masyarakat. Tujuan dari lembaga ini adalah untuk mengubah sifat, cara 

berpikir dan perilaku, dan proses interaksi pendidikan harus terjalin. 

Diperlukan interaksi edukatif yang intensif untuk bersama-sama meningkatkan 

kesadaran narapidana tentang perilaku yang seharusnya dilakukan. Ini 

setidaknya fungsi penjara/Lembaga Pemasyarakatan pada tingkat yang ideal. 

Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat 

dalam proses pembinaan warga binaan. Sistem disiplin dalam Lembaga 

Pemasyarakatan adalah membentuk narapidana agar menjadi manusia 

seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi 

kesalahannya, dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam 

pembangunan, dan secara wajar dapat hidup dengan baik dan bertanggung 

jawab. Hal ini juga dapat membantu para warga binaan mempersiapkan diri 

untuk berintegrasi ke dalam masyarakat dengan cara yang sehat, sehingga 



27 

 

mereka dapat sekali lagi memainkan peran mereka sebagai anggota 

masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
27

 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemidanaan 

mengatur bahwa Menteri dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah 

terkait, lembaga kemasyarakatan lain atau perseorangan yang kegiatannya 

sesuai dengan pelaksanaan pembinaan dan konseling narapidana. Peran serta 

masyarakat yang berpotensi di bidang pelaksanaan kegiatan kerja sangat 

diperlukan untuk mendukung keberhasilan program pembinaan yang telah 

ditetapkan. 

Program pembinaan yang menuju ke arah integrasi sangat diperlukan 

untuk mendukung pembinaan terhadap narapidana. Proses pembinaan 

narapidana ini ditujukan untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat 

yang akhirnya dapat menjadikan narapidana siap secara mental, fisik, 

keahlian, keterampilan, finansial dan materi untuk menjadi warga negara yang 

baik dan berguna.
28

 

 

C. Defenisi Narapidana 

Narapidana adalah orang-orang yang telah menjalani hukuman hilang 

kemerdekaan atau otonominya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sekalipun 

terpidana kehilangan kebebasannya, hak-hak tahanan harus dilindungi sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Selama tidak ada ketentuan lain, maka 
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pemberdayaan tahanan harus segera dilakukan setelah syarat-syarat yang 

ditetapkan telah terpenuhi seluruhnya. Setiap narapidana yang melakukan 

kejahatan selaama menjalankan hukumannya berhak untuk: 

1. Menjalin hubungan terbatas dengan pihak ketiga 

2. Mendapatkan Remisi 

3. Mendapatkan Cuti 

4. Asimilasi 

5. Pembebasan bersyarat 

Jaminan hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang 

tertentu walaupun tahanan berada di Lapas, mereka tetap harus dikumpulkan 

dan dibawa ke masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, 

berupa kunjungan anggota masyarakat, dan kesempatan berkumpul kembali 

dengan teman-teman, keluarga, sebagai program cuti mengunjungi 

keluarga.
29

 

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan 

memelihara ketertiban hukum guna memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya 

mempertimbangkan penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi juga 

mempertimbangkan ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang 

utuh.
30
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Narapidana memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum, 

meskipun beberapa haknya telah dicabut untuk sementara oleh negara. Hak-

hak narapidana yang dicabut sementara oleh negara menurut Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (Duham) 1948 adalah: 

1. Hak untuk bergerak bebas dan tinggal di dalam batas wilayah masing-

masing negara; 

2. Hak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri; 

3. Hak untuk menyatakan pendapat, mencari, menerima, dan memberikan 

informasi; 

4. Kebebasan berkumpul dan berserikat; 

5. Hak untuk memilih dan dipilih; 

6. Jaminan sosial; 

7. Hak untuk memilih pekerjaan; 

8. Hak atas upah dan hari libur yang layak; 

9. Hak atas kehidupan yang layak; 

10. Hak mengajar gratis; 

11. Kebebasan budaya; 

Hak-hak tersebut adalah sebagian dari hak-hak narapidana yang dirampas 

sementara oleh negara selama menjalani hukumannya. Pada umumnya, 

hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara 

sekalipun dan dalam kondisi apapun, adalah seperti yang tercantum dalam 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Duham), yaitu: 

1. Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi; 
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2. Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak; 

3. Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam; 

4. Hak atas pengakuan hukum; 

5. Hak atas persamaan di hadapan hukum dan atas non-diskriminasi dalam 

pemberlakuannya; 

6. Hak atas pemulihan; 

7. Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang 

sewenang-wenang; 

8. Hak atas pengadilan yang adil; 

9. Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum ex post facto; 

10. Hak memiliki kewarganegaraan; 

11. Hak untuk memiliki kekayaan; 

12. Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama. 

Pembinaan narapidana merupakan sebuah sistem, oleh sebab itu 

pembinaan narapidana memiliki banyak komponen yang saling bekerja sama 

untuk satu tujuan.
31

 Tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana berubah 

secara mendasar, dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.  

Dengan adanya perubahan sistem pemenjaraan menjadi sistem 

pemasyarakatan, berubah pula institusinya yang semula disebut rumah penjara 

menjadi lembaga pemasyarakatan. Perubahan ini berdasarkan Surat Perintah 

dari Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. 

Pada tahun 1995, dengan disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
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dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 sebagai 

pengganti Reglemen Penjara 1917, sebutan bagi narapidana juga diganti 

menjadi warga binaan pemasyarakatan. Istilah lembaga pemasyarakatan dapat 

disamakan dengan pengertian bahwa segala sesuatunya diatur dalam tata 

budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat 

Indonesia.
32

 

Menurut Muladi, secara tradisional teori-teori pemidanaan pada 

umumnya dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu: teori absolut (absolute 

theorien/vergelding theorien), teori tujuan (relatievetheorien/doeltheorien), 

dan teori gabungan (verenegings theorien).
33

 

1. Teori Absolut 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 

telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan 

akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang 

yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak 

pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. 

2. Teori Tujuan/teori Relatif 

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan 

absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi 

hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.
34

 

3. Teori Gabungan 
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Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, 

dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan jalan pikiran bahwa 

pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan 

mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara kombinasi 

dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan 

unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.
35

 

 

D. Asimilasi dan Hak Integrasi 

Asimilasi adalah proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan 

dengan cara menghimpun warga binaan pemasyarakatan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Soekanto berpendapat bahwa asimilasi adalah proses sosial 

pada tahap lanjut, yang ditandai dengan upaya untuk mengurangi perbedaan 

antara individu atau kelompok manusia, dan juga termasuk memperkuat 

kesatuan tindakan, sikap, dan proses psikologis dengan mempertimbangkan 

manfaat dan tujuan bersama. Singkatnya, proses asimilasi ditandai dengan 

perkembangan sikap yang sama, meskipun kadang-kadang emosional, dengan 

tujuan mencapai kesatuan. 

Sementara itu, menurut Koentjaraningrat, asimilasi adalah proses 

sosial, ketika orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda 

berinteraksi secara langsung dan erat dalam waktu yang lama, budaya 

kelompok-kelompok tersebut berubah sifatnya yang khas dan juga unsur-
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unsurnya masing masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan 

campuran.
36

 

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 32 Tahun 2020, asimilasi adalah proses pengangkatan 

narapidana dan anak dengan cara mengumpulkan narapidana dan anak dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

Integrasi berasal dari bahasa latin “integrate” yang artinya berlangsung 

secara keseluruhan. Kata Integrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) merupakan pembauran menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam 

politik, integrasi mengacu pada proses menyatukan berbagai kelompok budaya 

dan sosial kedalam wilayah suatu negara untuk membentuk identitas 

nasional.
37

 Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 

mengatur bahwa keterpaduan adalah penyatuan hubungan kehidupan, 

kehidupan dan penghidupan antara narapidana dan masyarakat.
38

 

Program asimilasi dan integrasi diharapkan dapat segera memulihkan 

kehidupan masyarakat sebelum masa pidana mereka berakhir di penjara. 

Namun dalam proses pelaksanaannya, karena proses dan prosedur yang 

ditempuh tidak efisien dan efektif, seringkali ditemui kendala dalam 

pemberian hak asimilasi dan integrasi. Selain itu, ada sebagian orang yang 

menolak narapidana yang telah memperoleh hak tersebut. 
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Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan Tahun 

1995 mengatur tentang hak asimilasi ini, dan narapidana berhak untuk: 

1. Beribadah menurut agama atau kepercayaannya; 

2. Menerima perawatan, termasuk perawatan mental dan fisik; 

3. Menerima pendidikan dan pengajaran; 

4. Mendapatkan layanan kesehatan dan makanan yang layak; 

5. Mengajukan keluhan; 

6. Memperoleh bahan bacaan dan memperhatikan siaran media massa lain 

yang tidak dilarang; 

7. Menerima upah atau premi asuransi untuk pekerjaan yang dilakukan;  

8. Penerimaan kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu 

lainnya; 

9. Memperoleh remisi; 

10. Memperoleh kesempatan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 

11. Menmperoleh pembebasan bersyarat; 

12. Memperoleh cuti menjelang bebas; dan 

13. Memperoleh hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Dalam hal ini adalah hak asimilasi dan integrasi yang diberikan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hak tersebut secara 

teknis dilaksanakan dalam peraturan tentang asimilasi bersyarat dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 
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Tahun 2007 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, 

dan cuti bersyarat.
39
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 

pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi pada kasus pencurian berdasarkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata  Cara Pemberian Asimilasi, 

Pembebasan bersayarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat Bagi 

Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyebaran Covid-19, adalah dengan membaurkan narapidana dalam 

masyarakat. 

1. Hak asimilasi dan integrasi diberikan melalui tahap seleksi dan 

evaluasi dengan kriteria matang, partisipasi aktif dalam rencana 

pembangunan Lembaga Pemasyarakatan, berkelakuan baik, dan 

tidak ada tindakan disiplin dalam 6 bulan terakhir. Namun, dalam 

kasus pencurian ada pengecualian bagi narapidana yang tidak dapat 

berasimilasi dirumah yaitu kasus pencurian dengan kekerasan 

berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

Sebanyak 699 warga binaan telah diberikan hak asimilasi dan 

integrasi, 171 orang di antaranya kasus pencurian. Dari 699 

narapidana yang diberikan hak asimilasi dan integrasi, 8 ditangkap 
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kembali karena mengulangi suatu tindak pidana, 3 orang 

diantaranya kasus pencurian.  

2. Faktor penghambat pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak 

integrasi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bagansiapiapi pada 

kasus pencurian yaitu: 

1) Terdapat beberapa narapidana yang tidak memiliki penjamin 

sebagaimana yang dipersyaratkan bahwa narapidana dapat 

dibebaskan asimilasi dan integrasi wajib ada penjamin yang 

bertanggung jawab untuk mengawasi narapidana pada saat 

bebas.  

2) Sumber daya masyarakat yang tidak mampu ikut serta dalam 

melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana. 

3) Kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Bagansiapiapi yang mencapai 919% dapat mengakibatkan 

pembinaan tidak berjalan baik. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut: 

1. Pemerintah khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi 

disarankan dalam pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi ini 

dapat memberikan asimilasi dan hak integrasi sesuai dengan ketentuan 

yang telah diatur dalam undang-undang dan dapat memperbaharui sarana 

dan prasarana sehingga narapidana dapat mengikuti pembinaan dengan 

baik. 

2. Kepada narapidana disarankan agar aktif dalam mengikuti program 

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, agar pembinaan yang diberikan 

oleh Lembaga Pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga 

program pembinaan tersebut dapat berguna bagi narapidana itu sendiri 

ketika sudah berbaur dengan masyarakat. 
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